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KATA PENGANTAR
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN

Secara umum, penjaminan mutu dapat
didefinisikan sebagai proses penetapan dan
pemenuhan standar mutu pengelolaan secara

konsisten, berkelanjutan, dan sistematis

sehingga pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan

dan percaya dengan kualitas yang ditawarkan.

Konsep Penjaminan Mutu suatu lembaga pendidikan
dinyatakan bermutu atau berkualitas, apabila:

a. Lembaga pendidikan tersebut mampu menetapkan dan
mewujudkan visinya melalui pelaksanaan misinya (aspek
deduktif)

b. Lembaga pendidikan tersebut mampu memenuhi kebutuhan
stakeholder (aspek induktif), berupa:

1) kebutuhan kemasyarakatan (societal needs);
2) kebutuhan dunia kerja (industrial needs);
3) kebutuhan profesional (professional needs).

Dengan demikian lembaga pendidikan harus mampu merencanakan,

melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan/meningkatkan

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) agar mampu bersaing di

era global dan bisa mendapatkan superior performance.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Pasal 11 ayat (3) butir

b, bahwa perguruan tinggi mempunyai tugas dan wewenang


http://www.unpadchoir.com/
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menyusun dokumen SPMI yang terdiri atas:
1. dokumen kebijakan SPMI;
2 dokumen standar SPMI
3. manual standar SPMI;
4 dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI

Dari keempat dokumen tersebut, alhammdulillah dokumen
manual standar SPMI telah terselesaikan, Dengan adanya Manual
Standar SPMI ini diharpkan semua pengelola di Lingkungan
Universitas Padjadjaran dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
sesuai dengan isi standar ini. Kami ucapkan terima kasih kepada
semua pihak yang lelah ulun rembuk dalam perumusan dan

penyusunan Manual Standar SPMI Universitas Padjadjaran.

Jatinangor, Mei 2017
REKTOR,

PROF. TR HANGGONO AHMAD
NIP 196209221989021001
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I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Merujuk pada Manual Standar Pendidikan Universitas
Padjadjaran, bahwa salah satu isi standarnya adalah Standar
Pembiayaan Pembelajaran. Pemerintah memberikan seluas-luasnya
kepada Perguruan Tinggi untuk secara mandiri mengembangkan
mutu pendidikannya, hal ini bertujuan agar setiap perguruan tinggi
dapat berkompetisi. Untuk mengukur kompetensi mutu pendidikan,
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Repubik Indonesia
telah mengeluarkan peraturan Nomor 44 Tahun 2015, tentang

Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Satuan Penjaminan Mutu (SPM) Universitas Padjadjaran
dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) memiliki siklus

kegiatan dengan singkatan PPEPP yang terdiri atas:

a. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh
Universitas Padjadjaran yang merupakan kegiatan penentuan

standar/ukuran;

b. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh
Universitas Padjadjaran merupakan kegiatan pemenuhan

standar/ukuran;

c. Evaluasi Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh
Universitas Padjadjaran merupakan kegiatan membandingkan
antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan

standar/ukuran yang telah ditetapkan;
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d. Pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang
ditetapkan oleh Universitas Padjadjaran merupakan kegiatan
analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk

dilakukan tindakan koreksi;

e. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh
Universitas  Padjadjaran = merupakan kegiatan perbaikan
standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah

ditetapkan.

Berdasarkan siklus kegiatan tersebut di atas, maka SPM
Universitas Padjadjaran merumuskan/menyusun Manual Standar
Pembiayaan Pembelajaran Universitas Padjadjaran. Manual ini
merupakan pedoman tertulis yang berisikan petunjuk praktis
mengenai cara, langkah atau prosedur tentang bagaimana Standar
Pembiayaan Pembelajaran ditetapkan, dilaksanakan/dipenuhi,
dievaluasi dan dikembangkan/ditingkatkan secara berkelanjutan
oleh seluruh penyelenggara pendidikan tinggi di Universitas
Padjadjaran sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-

masing.

1.2. Visi dan Misi Universitas Padjadjaran
Visi Universitas Padjadjaran

“Menjadi Universitas Unggul Dalam Penyelenggaraan

Pendidikan Tinggi Kelas Dunia”.
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Misi Universitas Padjadjaran

1) Menyelenggarakan tri dharma perguruan tinggi yang mampu
memenuhi tuntutan masyarakat pengguna (stakeholders) jasa
pendidikan tinggi;

2) Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berdaya saing
internasional dan relevan dengan tuntutan pengguna (stakeholders)
jasa pendidikan tinggi dalam memajukan perkembangan intelektual
dan kesejahteraan masyarakat;

3) Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan tinggi yang profesional
dan akuntabel untuk meningkatkan citra perguruan tinggi;

4) Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi keluhuran

budaya lokal, dan budaya nasional dalam keragaman budaya dunia.

II. MAKSUD DAN TUJUAN MANUAL STANDAR PEMBIAYAAN
PEMBELAJARAN

2.1. Maksud Manual Standar Pembiayaan Pembelajaran

Maksud dari pembuatan Manual Standar Pembiayaan
Pembelajaran Universitas Padjadjaran adalah untuk dijadikan
sebagai arahan dan panduan dalam pelaksanaan kegiatan penetapan,
pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar

Pembiayaan Pembelajaran di lingkungan Universitas Padjadjaran.
2.2. Tujuan Manual Standar Pembiayaan Pembelajaran

Manual Standar Pembiayaan Pembelajaran Universitas Padjadjaran

bertujuan:



MANUAL STANDAR PEMBIAYAAN
PEMBELAJARAN 5
UNIVERSITAS PADJADJARAN
Kode Dokumen Revisi Tanggal
08 /UN6.SPM/D0/2017 | Ke-3 | 1Mei2017

1. Menjadi arah serta landasan dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi
pelaksanaan, pengendalian, dan pengebangan/peningkatan Standar
Pembiayaan Pembelajaran di seluruh unit kerja di lingkungan

Universitas Padjadjaran;

2. Menjadi sarana komunikasi bagi seluruh pemangku kepentingan

kegiatan pembelajaran di lingkungan Universitas Padjadjaran.

III. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah dalam Manual Standar Pembiayaan
Pembelajaran bertujuan untuk menyamakan persepsi tentang istilah-
istilah yang digunakan dalam Manual Standar Pembiayaan
Pembelajaran. Definisi istilah dalam Manual Standar Pembiayaan

Pembelajaran, yaitu:

1) Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang
menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan
atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang

tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

2) Penjaminan Mutu adalah proses peningkatan dan pemenuhan
standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten
dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan

memperoleh kepuasan.

3) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan
sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi
yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (internally driven)

dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

secara berkelanjutan (continuous improvement).

Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan

pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang suatu hal.

Kebijakan Standar Mutu SPMI Universitas Padjadjaran adalah
dokumen tertulis yang berisi garis besar penjelasan pemikiran,
sikap, pandangan dari institusi tentang Standar Mutu SPMI di
Universitas Padjadjaran dalam penyelenggaraan pelayanan

tridharma, sehingga dapat tercipta budaya mutu.

Manual Standar Mutu SPMI Universitas Padjadjaran adalah
dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai
panduan bagaimana peningkatan, peningkatan, peningkatan,
peningkatan dan  peningkatan Standar Mutu SPMI

diimplementasikan pada Universias Padjadjaran.

Standar Mutu SPMI Universitas Padjadjaran adalah dokumen
tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang
sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi oleh Universitas

Padjadjaran.

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan
standar yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu

Universtias Padjadjaran.

Merumuskan Standar adalah menuliskan isi setiap standar ke
dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan
menggunakan rumus ABCD (Audience, Behaviour, Competence

dan Degree).
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11)

12)

13)

14)

15)

16)

Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan dan

pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.

Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan
memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan

dalam isi standar.

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah uraian tentang
urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah
ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan

koheren.

Formulir (borang) adalah dokumen tertulis yang berfungsi
untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan
untuk memenuhi isi standar dan Standar Operasional Prosedur

(SOP)

Monitoring adalah tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan
penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses
atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan
apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai isi Standar SMSI yang

telah ditetapkan.

Pengendalian adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara
detil semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan
secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah
semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai

dengan isi standar yang telah ditetapkan.

Peningkatan standar adalah tindakan menilai isi standar
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17)

18)

19)

20)

21)

didasarkan pada hasil peningkatan isi standar pada waktu
sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi institusi,
tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan institusi dan
masyarakat pada umumnya, serta relevansinya dengan visi dan

misi Universitas.

Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk
mengpeningkatan dan memperbaiki mutu dari isi Standar MSI
yang dilakukan secara periodik berdasarkan siklus standar

secara berkelanjutan.

Siklus Standar adalah durasi atau masa berlakunya Standar

dengan aspek yang telah diatur di dalamnya.

Dampak adalah gambaran apakah yang dilakukan menghasilkan
perubahan dari kondisi awal ke kondisi baru seperti yang telah

ditetapkan sebelumnya.

Audit Internal adalah kegiatan pemeriksaan kepatuhan yang
secara internal berfungsi mengukur dan meningkatkan Standar
SPMI Universitas Padjadjaran dengan cara menyediakan
analisis, penilaian dan rekomendasi yang berhubungan dengan
kegiatan-kegiatan SPMI yang dilakukan oleh Auditor Internal
Universitas Padjadjaran untuk memeriksa apakah seluruh
standar telah dicapai atau dipenuhi oleh setiap unit kerja di

lingkungan Universitas Padjadjaran.

Rekomendasi adalah tindakan memberikan perbaikan yang
dirumuskan berdasarkan hasil proses audit mutu internal. Hasil

tersebut dikomunikasikan kepada auditi untuk ditindaklanjuti.
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22)

23)

24)

25)

26)

27)

Kaji Ulang adalah menganalisis hasil temuan dan rekomendasi
dari kegiatan audit internal sebagai dasar tindakan koreksi
untuk perbaikan dan atau peningkatan pada siklus berikutnya
dalam wupaya peningkatan mutu berkelanjutan (Continuous

Quality Improvement).

Benchmarking adalah upaya pembandingan standar, baik antar
internal organisasi maupun dengan standar eksternal secara

berkelanjutan, dengan tujuan peningkatan mutu.

Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan
penggunaan sumber daya organisasi yang lain agar mencapai

tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Visi adalah pernyataan yang ditetapkan atau ditulis saat ini,
yang dijadikan sebagai target sasaran yang akan dicapai pada

masa yang akan datang.

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh

lembaga dalam usahanya mewujudkan visi.

Standar pembiayaan pembelajaran merupakan Kkriteria minimal
tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya
operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian

pembelajaran lulusan.

IV. LUAS LINGKUP MANUAL STANDAR PEMBIAYAAN

PEMBELAJARAN

Luas lingkup Manual Standar Pembiayaan Pembelajaran mencakup

PPEPP Standar Pembiayaan Pembelajaran sebagai berikut:
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Manual Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran,
Manual ini berlaku ketika Standar Pembiayaan Pembelajaran

pertama kali akan dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.

Manual Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran
Manual ini berlaku ketika Standar Pembiayaan Pembelajaran
harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan

oleh semua unit kerja pada semua level manajemen.

Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran,

Manual ini berlaku ketika Standar Pembiayaan Pembelajaran telah
dilaksanakan. Eevaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan untuk
mengetahui, apakah pembiayaan pembelajaran dicapai sesuai

dengan Standar Pembiayaan Pembelajaran yang telah ditetapkan.

Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pembiayaan
Pembelajaran,

Manual ini berlaku ketika isi Standar Pembiayaan Pembelajaran
dilaksanaan dan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya.
Pengendalian adalah tindakan koreksi agar Standar Pembiayaan

Pembelajaran terpenuhi.

Manual Pengembangan/Peningkatan  Standar = Pembiayaan
Pembelajaran

Manual ini berlaku Kketia pelaksanaan isi setiap Standar
Pembiayaan Pembelajaran telah berakhir dalam satu siklus,
kemudian  Standar Pembiayaan  Pembelajaran  tersebut

dikembangkan/ditingkatkan untuk pencapaian siklus berikutnya.
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V. MANUAL STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

5.1. Manual Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran

a. Rektor menetapkan Standar Pembiayaan Pembelajaran yang

mencakup komponen, batas biaya investasi, dan biaya operasional
yang disusun untuk pemenuhan capaian pembelajaran lulusan atas
dasar rumusan dan usulan Wakil Rektor Bidang Akademik dan
Kemahasiswaan bersama-sama Wakil Rektor Bidang Keuangan dan
Sumber Daya, Direktur Pendidikan dan Kemahasiswaan, Direktur
Sumber Daya Pembelajaran dan Perpustakaan, Direktur Keuangan

dan Logistik, Wakil Dekan, Ketua Program Studi, serta Tim Adhoc.

. Standar Pembiayaan Pembelajaran yang ditetapkan harus mengacu
pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, dengan isi standar

sebagai berikut:

1) Biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya
pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana,
pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan
tinggi.

2) Biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya
pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan
pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga
kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya
operasional tidak langsung.

3) Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per
tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional

pendidikan tinggi.
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi
perguruan tinggi negeri ditetapkan secara periodik oleh Menteri
dengan mempertimbangkan:

a. jenis program studi;

b. tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi; dan

c. indeks kemahalan wilayah;

Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi menjadi dasar
bagi setiap perguruan tinggi untuk menyusun rencana anggaran
pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan
menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.

Perguruan tinggi wajib mempunyai sistem pencatatan biaya dan
melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program
studi;

Perguruan tinggi wajib melakukan analisis biaya operasional
pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja
dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan; dan
Perguruan tinggi wajib melakukan evaluasi tingkat ketercapaian
standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun
anggaran.

Badan penyelenggara perguruan tinggi swasta atau perguruan
tinggi wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari
berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari

mahasiswa.

10)Komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain:

a. hibah;
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b. jasalayanan profesi dan/atau keahlian;
c. dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau

d. kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.

11)Perguruan tinggi wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan

prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel

dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

c. Proses penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

dilaksankan sebagai berikut:

1) Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Direktur

Pendidikan dan Kemahasiswaan, Direktur Sumber Daya dan
Perpustakaan, Wakil Dekan, dan Ketua Program Studi
mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-
undangan yang relevan dengan aspek kegiatan pembuatan Standar

Sarana dan Prasarana;

2) Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Direktur

Pendidikan dan Kemahasiswaan, Direktur Sumber Daya dan
Perpustakaan, Wakil Dekan, dan Ketua Program Studi mencatat
apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam

peraturan perundang-undangan yang harus dipenubhi.

3) Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Direktur

Pendidikan dan Kemahasiswaan, Direktur Sumber Daya dan
Perpustakaan, Wakil Dekan, dan Ketua Program Studi melakukan
evaluasi diri dengan menggunakan analisis Strength, weakness,
opportunity, threat [SWOT] untuk dijadikan masukan dalam

pembuatan Standar Sarana dan Prasarana;

4) Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Direktur
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Pendidikan dan Kemahasiswaan, Direktur Sumber Daya dan
Perpustakaan, Wakil Dekan, dan Ketua Program Studi
melaksanakan studi pelacakan atau survey terhadap pemangku
kepentingan internal dan/atau eksternal tentang aspek Standar

Sarana dan Prasarana;

5) Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Direktur

Pendidikan dan Kemahasiswaan, Direktur Sumber Daya dan
Perpustakaan, Wakil Dekan, dan Ketua Program Studi melakukan

pengujian Standar Sarana dan Prasarana;

6) Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Direktur

Pendidikan dan Kemahasiswaan, Direktur Sumber Daya dan
Perpustakaan, Wakil Dekan, dan Ketua Program Studi

merumuskan draf awal Standar Sarana dan Prasarana;

7) Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Direktur

Pendidikan dan Kemahasiswaan, Direktur Sumber Daya dan
Perpustakaan, Wakil Dekan, dan Ketua Program Studi melakukan
uji publik atau sosialisasi draf Standar Sarana dan Prasarana
dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau

eksternal untuk memperoleh masukan.

8) Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Direktur

Pendidikan dan Kemahasiswaan, Direktur Sumber Daya dan
Perpustakaan, Wakil Dekan, dan Ketua Program Studi
merumuskan kembali pernyataan Standar Sarana dan Prasarana
dengan memperhatikan hasil uji publik atau sosialisasi Standar

Sarana dan Prasarana;

9) Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Direktur
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Pendidikan dan Kemahasiswaan, Direktur Sumber Daya dan
Perpustakaan, Wakil Dekan, dan Ketua Program Studi melakukan
finalisasi pernyataan Standar Sarana dan Prasarana untuk
memastikan tidak ada kesalahan gramatikal dan substansial;
10)Rektor menetapkan rumusan Standar Sarana dan Prasarana
Universitas Padjadjaran untuk kemudian diajukan kepada Menteri

melalui Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

5.2. Manual Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran

a. Direktur Pendidikan dan Kemahasiswaan, Direktur Sumber Daya

Pembelajaran dan Perpustakaan bersama Manajer Akademik dan
Kemahasiswaan melaksanakan sosialisasi Standar Pembiayaan
Pembelajaran setidaknya setahun dua kali kepada pengelola
pembelajaran, dengan menggunakan media yang efektif;

. Sekretaris Direktorat Pendidikan dan Kemahasiswaan, Sekretaris
Direktorat Sumber Daya dan Perpustakaan, bersama Sekretaris
Program Studi melaksanakan Standar Pembiayaan Pembelajaran
sesuai isi Standar Pembiayaan Pembelajaran yang telah ditetapkan.
Sekretaris Direktorat Pendidikan dan Kemahasiswaan, Sekretaris
Direktorat Sumber Daya dan Perpustakaan, bersama Sekretaris
Program Studi melaporkan hasil pelaksanaan Standar Pembiayaan

Pembelajaran kepada Direktur Pedidika dan Kemahasiswaan.
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5.3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pembiayaan

Pembelajaran

a.

Direktur Pendidikan dan Kemahasiswaan, Direktur Sumber Daya
Pembelajaran dan Perpustakaan bersama Manajer Akademik dan
Kemahasiswaan membuat instrumen dan kelengkapan mekanisme
kontrol agar kegiatan pembelajaran berjalan sesuai dengan isi

Standar Pembiayaan Pembelajaran yang ditetapkan.

Direktur Pendidikan dan Kemahasiswaan, Direktur Sumber Daya
Pembelajaran dan Perpustakaan bersama Manajer Akademik dan
Kemahasiswaan melakukan evaluasi tahapan pencapaian Standar
Pembiayaan Pembelajaran secara berkala minimal satu tahun dua

kali.

Direktur Pendidikan dan Kemahasiswaan, Direktur Sumber Daya
Pembelajaran dan Perpustakaan bersama Manajer Akademik dan
Kemahasiswaan melaporkan hasil evaluasi kepada Wakil Rektor

Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.

5.4. Manual Pengendalian Standar Pembiayaan Pembelajaran

a.

Direktur Pendidikan dan Kemahasiswaan, Direktur Sumber Daya
Pembelajaran dan Perpustakaan bersama Manajer Akademik dan
Kemahasiswaan melakukan pengendalian dengan cara memeriksa
dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap
sebelumnya, dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya
penyimpangan dari isi Standar Pembiayaan Pembelajaran sehingga

isi Standar Pembiayaan Pembelajaran gagal dicapai
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b. Direktur Pendidikan dan Kemahasiswaan, Direktur Sumber Daya

Pembelajaran dan Perpustakaan bersama Manajer Akademik dan
Kemahasiswaan mengambil tindakan korektif terhadap setiap
penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi Standar Pembiayaan

Pembelajaran;

Direktur Pendidikan dan Kemahasiswaan, Direktur Sumber Daya
Pembelajaran dan Perpustakaan bersama Manajer Akademik dan

Kemahasiswaan memantau terus menerus efek dari tindakan

korektif;

Direktur Pendidikan dan Kemahasiswaan, Direktur Sumber Daya
Pembelajaran dan Perpustakaan bersama Manajer Akademik dan
Kemahasiswaan membuat laporan tertulis secara periodik tentang
semua hal yang menyangkut pengendalian Standar Pembiayaan
Pembelajaran. Laporan tersebut untuk dijadikan sebagai bahan
pertimbangan  dalam  pengembangan/peningkatan Standar

Pembiayaan Pembelajaran.

5.5. Manual Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran

Direktur Pedidika dan Kemahasiswaan, Direktur Sumber Daya
Pembelajaran dan  Perpustakaan, Manajer Akdemik dan
Kemahasiswaan, serta Tim Adhoc merancang dan merumuskan
pengembangan/peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran
berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Standar

Pembiayaan Pembelajaran.

b. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan mereview
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rencana pengembangan Standar Pembiayaan Pembelajaran dengan

melibatkan pihak internal dan eksternal.

c. Retor menetapkan Standar Pembiayaan Pembelajaran baru yang

telah dikembangkan/ditingkatkan.

VI. PENANGGUNG JAWAB

Retor, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Direktur
Pendidikan dan Kemahasiswaan, Direktur Sumber Daya Pembelajaran
dan Perpustakaan, Sekretaris Direktorat Pendidikan dan
Kemahasiswaan, Sekretaris Direktorat Sumber Daya Pembelajaran dan

Perpustakaan, dan Manajer Akademik dan Kemahasiswaan.

VII. DOKUMEN TERKAIT

a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan
Tinggi;

c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44
Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun
2014, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

e. Peraturan Rektor Nomor 40 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Pengelolaan Universitas Padjadjaran;
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Peraturan Rektor Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan
Peraturan Rektor Nomom 40 Tahun 2016 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Pengelolaan Universitas Padjadjaran;

Standar Operasional Prosedur (SOP);

Instruksi kerja;

Koesioner studi pelacakan Standar Pembiayaan Pembelajaran;
Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran;
Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Pembiayaan
Pembelajaran;

Berita Acara dan Rekomendasi;

. Formulir = Pengendalian = Pelaksanaan  Standar = Pembiayaan
Pembelajaran;

Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Pembiayaan
Pembelajaran;

Templet Manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan

Peningkatan.

VIII. REFERENSI

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan
Tinggi;

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44
Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun

2014, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
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e. Peraturan Rektor Nomor 40 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Pengelolaan Universitas Padjadjaran;

Peraturan Rektor Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan
Peraturan Rektor Nomom 40 Tahun 2016 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Pengelolaan Universitas Padjadjaran;

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Kemenridtekdikti Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu

Perguruan Tinggi, 2016.

IX. TIM PENYUSUN

Penyusun

. Dr.Hj. Rd. Funny Mustikasari Elita,M.Si.
Dr. Yuyun Hidayat,Drs.,MT.

Nano Carsono,SP.,M.Sc.,Ph.D.

Dr. Agr. Ir. Rd. Siti Darodjah,M.S.

Dr. Trully Deti Rose S,dr,M.Sc.,Sp.FK.
Asep Sutiadi,S.Sos.,M.Si.

Dra.Suhaeni, M.Si.

Yuyun Wahyuningsih, S.Sos., M.Si.

Siti Nurhayati Husein, S.Sos.
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